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ABSTRAK

Juniansah Rakhmat (E011171510) Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam
Pelayanan E-KTP Di Kota Makassar. Dibimbing oleh Dr. H. Muhammad
Yunus, MA. dan Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.Si

Penelitian ini merupakan penelitian kualtatif yang menggunakan metode
wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara
dilakukan secara mendalam kepada setiap informan yang menjadi referensi
sumber data penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung
obyek penelitian dengan mengikuti berbagai prosedural dalam pengurusan E-
KTP, mengamati fasilitas kerja, lingkungan kerja yang mendukung aktivitas

operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana
perilaku birokrasi pemerintahan dalam pelayanan pengurusan e-KTP Di Kota
Makassar. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku birokrasi,
seberapa baik kualitas pelayanan publik dalam Pelayanan Pengurusan e-KTP Di

Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perilaku birokrasi menujukkan sikap
yang positif, hal tersebut berdasarkan daya tanggap, kecepatan dalam melayani
masyarakat, dan kepatuhan atas asas dan aturan yang berlaku di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. (2) Faktor-faktor yang
memengaruhi perilaku birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Makassar adalah kepemimpinan, kompetensi, penghargaan, dan fasilitas

kerja.

KATA KUNCI : Perilaku Birokrasi, Pelayanan E-KTP.



ABSTRACT

Juniansah Rakhmat (E011171510) Behavior of Government Bureaucracy in
E-KTP Management Services in Makassar City. Supervised by Dr. H.
Muhammad Yunus, MA. and Dr. Moh. Tang Abdullah, S. Sos., M. Si

This research is a qualitative research that uses interview and observation
methods as data collection techniques. Interviews were conducted in depth to
each informant who became a reference for research data sources.
Observations were carried out by observing the object of research directly by
following various procedures in managing E-KTP, observing work facilities, the
work environment that supports the operational activities of the Makassar City

Population and Civil Registry Office.

In general, this study aims to describe how the behavior of the government
bureaucracy in e-KTP management services in Makassar City. What are the
sfactors that influence bureaucratic behavior, how good is the quality of public

services in e-KTP Management Services in Makassar City.

The results show that: (1) bureaucratic behavior shows a positive attitude, it is
based on responsiveness, speed in serving the community, and compliance with
the principles and rules that apply at the Makassar City Population and Civil
Registration Service. (2) The factors that influence bureaucratic behavior in the
Makassar City Population and Civil Registration Service are leadership,

competence, awards, and work facilities.

KEYWORDS: Bureaucratic Behavior, E-KTP Management Services.
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BAB |

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang
kehadirannya tidak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi
logis dari diterimanya suatu asumsi bahwa negara mempunyai kewajiban mulia
yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya melalui media demokrasi. Sebagai
perwujudan dari kewajiban tersebut, maka negara dituntut untuk terlibat langsung
menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara
secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika perlu negara
yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Dalam rangka itulah, maka
negara membangun suatu sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani
kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Sekalipun tingkat
sosial dan ekonomi suatu masyarakat telah meningkat, peran pemerintah tetap
diperlukan untuk melaksanakan fungsi regulasi, alokasi, distribusi, pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi-fungsi ini harus dilaksanakan oleh

pemerintah agar tercapai keadilan dan pemerataan dalam masyarakat.

Menurut Pananrangi dan Murlinah (2017:122) fungsi regulasi, alokasi,
distribusi, pelayanan, dan pembedayaan masyarakat harus dilaksanakan oleh
pemerintah agar tercapai keadilan dan pemerataan dalam masyarakat. Inti
pemerintahan adalah system birokrasi yang diharapkan dapat menjalankan
perannya secara optimal melalui fungsi-fungsi tersebut. Dalam kenyataannya,
keberadaan birokrasi pemerintah seringkali dipandang secara dikotomis, selain

dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sehari-hari, birokrasi juga



seringkali dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan

dan layanan publik tersendat dan bertele-tele.

Budaya birokrasi pemerintah idealnya adalah membangun sikap dan
perilaku sistem yang kemudian diikuti secara konsisten oleh pelakunya untuk
menciptakan tata pemerintahan yang baik dan amanah. Lembaga birokrasi
pemeritah memang diakui sangat besar, dan besar pula perencanaan aktivitas
pembangunan yang akan dilakukan semenjak pemerintahan demokratis era
reformasi. Di kalangan pemerintah pusat muncul Lembaga birokrasi ad hoc,
seperti komisi-komisi, dewan, staf khusus menunjukkan bahwa Lembaga formal
birokrasi kita dirasakan tidak lagu mampu menjalankan fungsinya secara baik,
laludiimbangi dengan ad hoc tersebut. Dari konteks hubungan birokrasi dengan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah sangat lama
terdengar keluhan, namun sampai saat ini belum ada perubahan yang berarti.
Bahkan, harapan masyarakat bahwa pergantian rezim akan membawa perbaikan
terhadap penyelenggaraan layanan publik ternyata tidak pernah terwujud.
Pemerintahan sudah mengalami pergantian selama beberapa kali, tetapi perilaku

birokrat terutama dalam pelayanan publik belum banyak berubah.

Menurut  Pananrangi dan  Murlinah  (2017:136) keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan publik secara garis besar ditentukan oleh tiga aspek
yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia,
dan etika kelembagaan. Berdasarkan aspek tersebut, maka penelitian ini akan
diarahkan untuk mengkaji aspek sumber daya manusia dengan penekanan pada
perilaku birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi
sebagai konsep, pengetahuan dan teknik, secara umum dapat dipergunakan di
setiap organisasi manapun, Yyang memanfaatkannya untuk kelancaran

pencapaian tujuan organisasi. Dalam melaksanakan fungsinya, birokrasi dapat



tampil dalam dua sisi, yaitu: satu sisi yang baik dan satu sisi yang lain adalah
menunjukkan gambaran birokrasi yang buruk atau biasa disebut dengan

penyelenggaraan etika birokrasi.

Tantangan besar yang kini dihadapi pemerintah adalah bagaimana
menampilkan aparatur yang memiliki sikap mental dan perilaku yang
mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi, dan khususnya keadilan. Oleh
karena itu, setiap apparat birokrasi wajib memahami asas-asas etis yang
bersumber pada berbagai kebajikan moral, kemudian membina diri sehingga
sungguh-sungguh menghayati asas-asas etis itu, dan terakhir benar-benar
menerapkannya sebanyak mungkin dalam tindakan jabatannya. Persoalan lain
yang terkait adalah perilaku birokrat di Indonesia saat ini menjadi catatan merah
yang perlu diperbaiki. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme
kerja yang berbelit-belit dan kaya struktur tetapi miskin fungsi. Kesemuanya
merupakan persoalan perilaku aparatur di dalamnya. Pada tataran tertentu,
permasalah-permalahan tersebut bisa terjadi secara parsial yang

terfragmentasikan pada masing-masing kondisi.

Menurut Sawir (2020:24) dalam hubungannya dengan pemerintah,
perilaku birokrasi lebih ditekankan pada pemberian pelayanan yang ditampilkan
oleh orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan pemerintah. Perilaku
birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu yang
mendukung organisasi itu. Individu membawa ke dalam tatanan birokrasi,
kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman,
dan sebagainya. Ini merupakan karakteristik individu, dan karakteristik ini akan

memasuki lingkungan baru.



Salah satu Instansi pemerintah sering menjadi perhatian masyarakat
dalam hal pelayanan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, masalah yang sering terjadi
yaitu dalam pelayanan pembuatan E-KTP diantaranya pengurusan E-KTP
memakan waktu yang lama, prosedur yang berbelit-belit, rendahnya sikap
kedisiplinan pegawai seperti pegawai yang tidak berada ditempat saat jam kerja,
penyediaan blangko yang minim, Standar operasional Prosudural (SOP) yang
belum jelas. Selama ini dalam pemberian pelayanan publik, khususnya layanan
E-KTP belum diikuti dengan bertambahnya tenaga kerja operasional yang
seharusnya dipersiapkan untuk mensukseskan pengadaan E-KTP. Selain
permasalahan di atas adalah dalam pemberian pelayanan kurang
memperhatikan kebutuhan masyarakat. Misalnya seringnya komputer yang error
sehingga orang jadi sia-sia datang untuk memperoleh layanan E-KTP, belum lagi
kuantitas masyarakat yang harus dilayani, dan itu kemudian kurangnya sesuai
dengan petugas layanan yang ada (minim) sarana prasarana lain yang begitu
kiurang mendukung. Terlebih lagi jika masyarakat yang terlambat mengurus E-
KTP sesuai dengan waktunya tidak akan bisa dilayani. Dengan demikian,
petugas pelayanan E-KTP harus mampu merespon kebutuhan atau keinginan
masyarakat dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat.
Sifat dan jenis masyarakat yang bervariasi membutuhkan strategi pelayanan
yang berbeda dan hal ini harus diketahui oleh petugas pelayanan. Dari masalah
tersebut dapat dijelaskan bahwa perilaku birokrasi belum maksimal dalam hal

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Secara objektif faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi dalam
kenyataannya antara lain faktor kepemimpinan organisasi, kompetensi aparatur,

pemberian penghargaan yang diterima dan fasilitas kerja yang tersedia. Keempat



faktor ini menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi aparatur
dapat memiliki tingkat kepedulian yang tinggi atau rendah dalam memberikan
pelayanan administrasi, mempengaruhi tingkat kedisiplinan kerja aparatur tinggi
atau rendah, dan rasa tanggungjawab aparatur untuk cepat menyelesaikan
pekerjaan yang diamanahkan atau lambat menyelesaikan pekerjaan pelayanan

administrasi yang diberikan.

Faktor kepemimpinan organisasi bisa menjadi faktor yang mendukung
perilaku birokrasi apabila kepemimpinan dari seorang pemimpin mampu
mengubah perilaku aparatur memiliki rasa kepedulian, kedisiplinan dan
tanggungjawab kerja dalam melayani. Sebaliknya menjadi faktor penghambat
bila kepemimpinan dari seorang pemimpin tidak dipedulikan atau
dipertimbangkan bahkan ditentang oleh aparatur dalam menjalankan aktivitas
pelayanan administrasi, sehingga terkesan aparatur tidak peduli, kurang disiplin
dan tidak mau bertanggungjawab atas pelayanan administrasi yang

diamanahkan.

Faktor kompetensi menjadi faktor pendukung bila aparatur birokrasi
memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan pengsuhan kerja yang
cukup atas kegiatan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sebaliknya
menjadi faktor penghambat apabila tingkat pengetahuan aparatur rendah, kurang
terampil memberikan pelayanan administrasi, kurang berpengalaman
mengembangkan pekerjaan yang diberikan dan tingkat penguasaan kerja yang

tidak inovatif, sehingga aktivitas pelayanan administrasi sering bermasalah.

Faktor penghargaan termasuk faktor yang mendukung aparatur dalam
melaksanakan pekerjaannya. Hal ini mengingat aparatur sebagai manusia biasa

butuh untuk dihargai berupa pujian, pemberian insentif dan kenaikan pangkat



atas prestasi kerja yang dicapai dalam memberikan pelayanan administrasi.
Menjadi faktor penghambat apabila aparatur tidak pernah atau jarang diberikan
penghargaan atas aktivitas pelayanan administrasi yang dilakukan selama ini,
yang mengeluarkan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, meski itu menjadi
pekerjaan pokok yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan
administrasi kepada masyarakat. Faktor fasilitas kerja termasuk pula sebagai
faktor yang mendukung perilaku birokrasi bila setiap aparatur dalam memberikan
pelayanan administrasi tersedia fasilitas yang cukup dan lengkap seperti ruang
kerja pelayanan administrasi, tersedia alat kerja, perlengkapan kerja dan akses
penunjang kerja lainnya untuk memberikan pelayanan administrasi untuk
memberikan pelayanan administrasi yang terbaik kepada masyarakat. Namun
fasilitas kerja menjadi faktor penghambat pelayanan administrasi apabila kurang
tersedia dan tidak lengkap, sehingga membutuhkan waktu kerja yang lambat,
mengeluarkan biaya kerja yang besar dan tidak tersedia akses kerja yang cepat.

Akibatnya pelayanan administrasi kurang optimal.

Memahami fenomena yang telah dikemukakan di atas, konsep dasar
yang diamati dalam penelitian ini adalah mengamati tentang perilaku birokrasi
yang mengacu pada pendapat Thoha (2008) bahwa perilaku birokrasi pada
hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu
dengan lingkungannya. Artinya dalam suatu organisasi terdapat berbagai
interaksi individu aparatur dalam birokrasi yang bekerja dengan lingkungannya
yaitu masyarakat yang ada dalam suatu wilayah kerjanya untuk diberikan

pelayanan administrasi.

Pelayanan publik diartikan sebagai Kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang dan



jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.(pasal 1 ayat(1l) UU No.25 Tahun 2009) maka berdasarkan
ketentuan undang-undang ini yang dimaksud dengan pelayan publik adalah
setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik

(Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Tujuan diterbitkannya Undang-undang Pelayanan publik tersebut,
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara
masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik, yakni terwujudnya
batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
publik. Sebelum terbitnya Undang-undang nomor 25 Tahun 2009,telah ada
pedoman umum dalam penyelenggaraan publik yang dijadikan dasar hukum
dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 Tahun
2004 tentang Pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, dimana
dalam keputusan MENPAN tersebut dinyatakan bahwa hakikat pelayanan publik
adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan
manifestasi kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Terkait hal
ini diatur pula standar pelayanan publik yang harus dipenuhi, yaitu (1) prosedur
pelayanan, (2) waktu penyelesaian pelayanan, (3) biaya pelayanan, (4) produk
atau hasil pelayanan, (5) sarana prasarana pelayanan, dan (6) kompetensi

petugas pemberi pelayanan yang ahli dan terampil serta ramah.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,pemerintah telah

memberlakukanUndang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program



Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlu adanya indeks kepuasan
masyarakat sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan publik
sekaligus sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam
menyusun indeks kepuasan masyarakat. Selanjutnya menurut Nommensen
Sinamo (2015:85) tujuan penyusunan indeks kepuasan masyarakat adalah untuk
mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk
menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

selanjutnya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis tertarik
melakukan penelitian yang berjudul “Perilaku Birokrasi Pemerintah dalam

Pelayanan E-KTP Di Kota Makassar”.

I.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan E-KTP?
2. Apakah faktor-faktor determinan yang memengaruhi perilaku birokrasi
pemerintahan dalam Dalam Pelayanan Pengurusan E-KTP di Kota

Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan E-KTP
Di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi perilaku

birokrasi pemerintahan dalam Pelayanan E-KTP Di Kota Makassar.

.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis



Menambah pengetahuan dan keilmuan bidang kebijakan publik
Dalam rangka pengembangan teori yang telah di peroleh selama
perkuliahan Menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi instansi terkait, manfaat penilitian ini adalah sebagai salah

satu referensi bagi birokrasi pemerintahan di Kota Makassar.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Perilaku Birokrasi

11.1.1 Definisi Perilaku Birokrasi

Birokrasi pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur
dan prosedur dalam mencapai tujuannya. Hal ini mengindikasikan bahwa
birokrasi merupakan organisasi yang didesain untuk menyelesaikan tugas
administrasi secara sistematis berdasarkan urutan pekerjaan individu. Struktur
birokrasi banyak diwarnai oleh karakteristik dan kapabilitas individu atau apparat
selaku abdi negara atau pemerintah dan pelayan masyarakat yang secara
hierarki sesuai dengan fungsi dan tanggungjwab dalam tata administrasi.
Dengan demikian, dihadapkan dan dituntut menampilkan perilaku yang sesuai

dengan peranannya selaku abdi negara (Sawir, 2020:35).

Konsep perilaku birokrasi dalam pandangan Thoha (dalam Sawir,
2020:36) dapat dipakai bersama dengan konsep perilaku organisasi karena pada
dasarnya birokrasi maupun organisasi adalah merupakan suatu sistem yang
ditopang oleh manusia yang berusaha mencapai tujuan dan selalu berprilaku.
Konsep perilaku organisasi sebagai bidang studi yang menyelidiki pengaruh
yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi,
yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahun semacam ini guna meningkatkan
guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Perilaku organisasi adalah
telaah dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di

dalam organisasi.
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Lebih lanjut menurut Winardi (dalam Sawir, 2020) dalam organisasi, hasil
yang diinginkan dari setiap perilaku adalah performanya. Perilaku yang langsung
berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan, dan yang perlu dilaksanakan guna

mencapai sasaran-sasaran sesuatu tugas.

Menurut Stepen P. Robbins dan Timothy A. Judge dalam (Punya et al.,
2019) menyatakan bahwa perilaku birokrasi sebagai bidang studi yang
menyelidiki pengaruh yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur terhadap
perilaku dalam organisasi, yang bertujuan meningkatkan keefektifan suatu
organisasi. Robins juga menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah studi
yang mengambil pandangan secara mikro dan memberi tekanan individu-individu

dan kelompok-kelompok kecil.

Sedangkan menurut Martoyo dalam (Punya et al., 2019) perilaku birokrasi
pemerintahan adalah terwujudnya fungsi tindakan dari perlakuan yang dijalankan
oleh individu birokrasi pemerintahan dan kondisi lingkungan birokrasi
pemerintahan sesuai nilai, sikap dan kepuasan kerja untuk mencapai tujuan
organisasi. Perilaku birokrasi ditentukan oleh faktor kepemimpinan organisasi,

kompetensi aparatur, pemberian penghargaan, dan ketersediaan fasilitas kerja.

Perilaku birokrasi menurut Solong (2021) tercermin dari perilaku manusia
(birokrat), di mana seperangkat perbuatan individu kemudian menjelma menjadi
perilaku kelompok, dan akhirnya menjadi representasi perilaku organisasi yang
kemudian dimaknai sebagai perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi terbentuk dari
interaksi antara karakteristik individu, dan karakteristik birokrasi atau lebih
spesifik lagi antara struktur dan aktor. Dalam hubungannya dengan pemerintah,
perilaku birokasi lebih ditekankan pada pemberian pelayanan yang ditampilkan

oleh orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan pemerintah. Perilaku
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birokrasi pada hakekatnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu
dengan organisasinya. Oleh karena itu untuk memahami perilaku birokrasi
sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu yang mendukung organisasi
itu. Individu membawa ke dalam tatanan birokrasi, kemampuan, kepercayaan
pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman, dan sebagainya. Ini semua
merupakan karakteristik individu, dan karakteristik ini akan memasuki lingkungan

baru, misalnya birokrasi.

[1.1.2 Dimensi Perilaku Birokrasi

Menurut Thoha (dalam Putra, 2016:89) perilaku birokrasi timbul sebagai
akibat interaksi antar karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi. Wujud
dari perpaduan antara karakteristik perilaku dan birokrasi menghasilkan sebuah

sikap dan tindakan yang dibutuhkan oleh organisasi.

Menurut Siagian (2008:114) ada enam dimensi perilaku birokrasi secara
umum yaitu kepemimpinan, kepekaan, kepedulian, kedisiplinan, tanggungjawab,
keadilan dan netralitas. Dimensi perilaku ini sangat mempengaruhi dan
menentukan aktivitas kerja yang dilakukan oleh aparatur birokrasi. Thoha (2008)
mengemukakan bahwa wujud dimensi perilaku birokrasi sebagai sikap dan
tindakan dalam memberikan pelayanan administrasi, meliputi tiga dimensi yaitu
kepedulian, kedisiplinan dan tanggungjawab kerja. Ketiga dimensi ini
menentukan keberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur dalam
mengembang tugas pelayanan administrasi kepada publik. Lebih jelasnya

diuraikan sebagai berikut:

1. Kepedulian
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Kepedulian berkaitan dengan daya tanggap dan menanggapi apa yang
menjadi keluhan maupun kebutuhan masyarakat yang dilayani. Aparatur yang
peduli adalah perilaku birokrasi yang mempunyai daya tanggap yang tinggi dan
cepat menanggapi apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan dari masyarakat.
Masih sering dijumpai dalam memberikan pelayanan administrasi  aparat
pemerintahan masih menunjukkan perilaku tidak peduli sebagai orientasi
kekuasaan yang dianut oleh aparat birokrasi. Orientasi kekuasaan ini sering
menjelma dalam sikap yang masih menonjolkan pandangan bahwa dialah yang
dibutuhkan orang lain, sehingga memunculkan perilaku membiarkan seseorang
yang membutuhkan pelayanan administrasi menunggu atau mengulur waktu
penyelesaian pemberian pelayanan administrasi atau bahkan menyuruh orang
tersebut kembali pada waktu yang lain, padahal sebenarnya pelayanan
administrasi dapat diberikan pada hari itu. Widodo (2001) menyatakan
kepedualian dalam perilaku birokrasi adalah aparat yang cepat memahami apa
yang menjadi tuntutan publik dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya,
tidak suka menunda-nunda waktu, memperpanjang jalur pelayanan administrasi
atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi pelayanan

administrasi.

2. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan perekat utama dalam membentuk dan
mengembangkan perilaku birokrasi. Fredrich (1951) menyatakan bahwa melalui
kedisiplinan dari perilaku birokrasi akan terwujud keharmonisan kerja yang
dinamis dalam mencapai suatu tujuan. Keharmonisan kerja dibingkai
berdasarkan aturan, kelayakan dan kepantasan untuk mewujudkan suatu
kegiatan layanan yang berkualitas dan memuaskan. Menyikapi pentingnya

pandangan tentang kedisiplinan dalam perilaku birokrasi, Semil (2005)
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menyatakan bahwa mengembang suatu kemampuan menjalankan kedisiplinan
sebagai perwujudan perilaku birokrasi berarti telah mampu mengarahkan semua
tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Yaris (2005) menyatakan
kedisiplinan merupakan prinsip yang dimiliki oleh orang yang memiliki perilaku
birokrasi yang selalu mematuhi aturan, memiliki kepantasan dalam menjalankan
aktivitasnya dan representatif terhadap kewenangan dalam mengembang

kepemimpinan organisasi.

Memajukan suatu organisasi dalam bingkai birokrasi, kedisiplinan
merupakan perwujudan perilaku birokrasi yang sangat konstruktif untuk
mewujudkan keselarasan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi. Hart
(2005) menyatakan ciri dari kedisiplinan sebagai perwujudan perilaku birokrasi
yaitu: 1) selalu mengembang kemampuan untuk taat terhadap aturan kerja yang
mendorong untuk senantiasa menunjukkan kerajinan, kehadiran dan kepatuhan
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; 2) mengembangkan kelayakan
representatif dengan menunjukkan konsep diri melalui kepribadian yang
konsisten dengan komitmen dan tegas dalam kebenaran; dan 3) memiliki
kepantasan dalam kepribadian dan suritauladan untuk mengembang tugas

dengan baik.

Surich (2008) menyatakan bahwa kedisiplinan merupakan perwujudan
perilaku birokrasi yang selalu mematuhi aturan kerja, mengembangkan
kelayakan kerja dan selalu menunjukkan kepantasan mengembangkan
kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Gebrald (2007) menyatakan
kedisiplinan menjadi prasyarat utama dalam melakukan perwujudan perilaku

birokrasi yang terpimpin dalam mencapai tujuan organisasi.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa kedisiplinan kerja
merupakan unsur penting dalam menentukan dan mengembangkan perilaku
birokrasi untuk menjalankan aktivitas pelayanan administrasi dalam mewujudkan

kualitas pelayanan administrasi yang memuaskan dalam suatu organisasi.

3. Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan
perbuatannya yang disengaja ataupun tidak disengaja untuk melakukan
kewajibannya. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibedakan terhadap
seseorang. Oleh karena itu orang yang bertanggungjawab dapat memperoleh
kebahagiaan, sebab ia dapat menunaikan kewajibannya. Kebahagian tersebit
dapat dirasakan oleh dirinya atau oleh orang lain. Tanggungjawab akan semakin
melekat pada diri seseorang apabila tingkah laku dan perbuatan yang wajib

dilakukan terhadap orang lain atas dasar pengabdian.

Aparat sebagai birokrat berkedudukan sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat, wajib bersikap melayani dan mempertanggung jawabkan
perbuatannya kepada masyarakat. Bentuk  pertanggungjawaban pegawai
terhadap masyarakat dapat berupa pelayanan administrasi prima, ditandai oleh
sikap perilaku yang baik serta fasilitas pelayanan administrasi yang memadai dan
hasil pelayanan administrasi yang memuaskan. Hasil pelayanan administrasi
tersebut berupa penyelesaian pekerjaan yang tuntas, teliti, terjamin dan tak kalah
pentingnya adalah pelayanan administrasi tersebut tidak berpihak, karena

dilandasi oleh rasa tanggungjawab dan pengabdian.

[1.1.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Birokrasi
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi dalam pelayanan

administrasi, menurut Gibson (dalam Syamsir, 2018:68) ditentukan oleh
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kepemimpinan organisasi, kompetensi aparatur, pemberian penghargaan dan
ketersediaan fasilitas kerja. Faktor-faktor ini menjadi faktor pendukung dan
penghambat terhadap keberhasilan perilaku birokrasi untuk mewujudkan
optimalisasi layanan sebagai salah satu tujuan organisasi. Berikut diuraikan

faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi terdiri atas:

1. Kepemimpinan

Menurut Gibson dalam Syamsir (2018:128) kepemimpinan organisasi
merupakan faktor penting dalam menentukan perilaku birokrasi. Kepemimpinan
yang kuat memberi dukungan besar terhadap perilaku aparatur untuk
memberikan prestasi birokrasi. Sebaliknya kepemimpinan yang lemah
merupakan faktor kelemahan yang mempengaruhi perilaku birokrasi tidak

mampu berkembang dan maju dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Thoha dalam Suryani (2016:54) membedakan
definisi pemimpin dengan kepemimpinan. Pimpinan adalah hak setiap orang
untuk menjadi pemimpin, baik memimpin dirinya sendiri, keluarga, kelompok
masyarakat atau organisasi. Sedangkan kepemimpinan adalah hak seseorang
untuk memimpin karena diangkat berdasarkan kesepakatan dari hasil keputusan
berdasarkan aturan. Jadi kepemimpinan cenderung bersifat pengangkatan
seseorang berdasarkan jabatan yang diakui oleh aturan yang mengikat untuk
memimpin dalam rangka mengarahkan, menggerakkan dan mempengaruhi

bawahannya untuk mencapai tujuan bersama.

Robbins dalam Kahar et al (2019:69) menyatakan bahwa kepemimpinan
organisasi merupakan inti dari manajemen SDM dalam mencapai tujuan.
Keberadaan kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat menentukan dilihat

dari aspek pengambilan keputusan (decision maker). Hasil pengambilan
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keputusan dari kepemimpinan organisasi tergantung pada karakteristik

kepemimpinan seorang pemimpin.

Robbins dalam Syamsir (2018:70) menyatakan karakteristik
kepemimpinan organisasi dilihat dari empat aspek yaitu perilaku, sifat, gaya dan
tipe. Diantara karakteristik kepemimpinan tersebut sangat diperlukan dalam
melakukan pembinaan, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan
bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu karakteristik
kepemimpinan dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan. Menurut
Makawimbang (2009:192) bahwa gaya kepemimpinan dibedakan atas gaya
otokratis (otoriter), kepemimpinan demokratis dan kepemimpinan kendali bebas.
Gaya kepemimpinan otokratis merupakan gaya kepemimpinan yang

menempatkan kekuasaan di tangan satu orang pemimpin yang paling berkuasa.

2. Kompetensi

Donald dalam Syamsir (2018:71) menyatakan bahwa filosofi penting dari
perilaku birokrasi adalah perbaikan dan peningkatan kompetensi aparatur.
Kompetensi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan atau gagalnya
seseorang dalam mengembangkan perilaku birokrasinya. Kompetensi aparatur
ditentukan oleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan penguasan kerja
yang menjadikan aparatur mampu mengembangkan perilaku birokrasi yang baik,
sedangkan kompetensi aparatur yang memiliki pengetahuan yang rendah, tidak
terampil, tidak berpengalaman dan tidak cakap mempengaruhi seseorang sulit

mengembangkan perilaku birokrasinya.

Kompetensi menjadi bagian penting dari keberhasilan sumber daya
manusia dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Kompetensi berasal dari kata

competent yang berarti mampu sepadan dengan kata ability atau kemampuan.
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Kompetensi ini berkaitan dengan potensi yang dimiliki individu sumber daya
manusia dalam Dberperilaku dan bertindak untuk mencapai tujuannya

(Sedarmayanti, 2017).

3. Penghargaan

Menurut Gibson (dalam Syamsir, 2018:84) menyatakan bahwa
penghargaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku
birokrasi. Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek penting dalam
implementasi perilaku birokrasi. Setiap orang senang mendapatkan pujian,
pengakuan, prestasi kebanggaan dalam bekerja, karena itu setiap pekerjaan
yang mendapatkan penghargaan mempengaruhi perbaikan perilaku birokrasi
seseorang. Sebaliknya organisasi yang jarang memberikan penghargaan
mempengaruhi moral dan mental aparatur untuk berperilaku positif dalam

menjalankan aktivitas kerjanya.

Menurut Mursyidin (2019:166) penghargaan sebagai bentuk motivasi
yang sangat diharapkan oleh individu organisasi dalam melaksanakan aktivitas
kerjanya. Tidak satupun dari individu organisasi yang melakukan aktivitas kerja
tidak memerlukan adanya pengakuan/pujian atas hasil kerja yang dicapai,
promosi kerja dan pemberian tanda jasa serta mutasi kerja atas apa yang telah
dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi. Pemberian penghargaan tersebut
ditentukan oleh latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, disiplin kerja dan
pangkat/golongan yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sehingga layak untuk

dipromosikan.

4. Fasilitas Kerja
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Menurut Putra dan Pratiwi (2015:214) menyatakan bahwa salah satu
faktor yang menentukan perilaku birokrasi dalam bekerja adalah ketersediaan
fasilitas kerja meliputi fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia dan lengkap
untuk menjalankan atau melakukan aktivitas kerja dalam memberikan pelayanan
administrasi. ketersediaan fasilitas kerja yang cukup dan lengkap sangat
membantu mental aparatur dalam menghadapi pekerjaan yang dijalankannya.
Sedangkan fasilitas yang kurang tersedia dan lengkap mempengaruhi atau
melemahkan semangat aparatur untuk mampu mengembangkan perilaku
birokrasi yang baik dalam menjalankan pekerjaannya. Sering mengeluh, protes
dan tidak memiliki inovatif dikarenakan fasilitas kerja yang tidak tersedia dan
tidak mendukung. Keberhasilan manajemen organisasi dapat diterapkan dengan
baik dalam mewujudkan tujuan organisasi tidak terlepas dari peranan sarana dan
prasarana yang tersedia dan mendukung. Stuggard (2009:89) menyatakan
bahwa keberadaan fasilitas kerja sebagai alat dan fasilitas yang mendukung
terwujudnya proses keberhasilan organisasi. Fasilitas kerja menjadi penting dan

utama dalam beraktivitas untuk mewujudkan tujuan organisasi.

II.2.Konsep Pelayanan Administrasi Kartu Tanda Penduduk

Pelayanan administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga
(KK) merupakan salah satu bentuk pelayanan administrasi pemerintah kepada
masyarakat sebagai pelaksanaan tugas umum pemerintahan. KTP merupakan
bentuk implementasi pendaftaran penduduk yang diselenggarakan oleh
pemerintah. KTP sebenarnya merupakan tanda bukti bahwa warga negara yang
bersangkutan telah terdaftar sebagai penduduk pada suatu wilayah tertentu
dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti jenis kartu tersebut
merupakan bagian dari sistem informasi kependudukan yang diselenggarakan

oleh  pemerintah. Penyelenggaraan informasi  kependudukan yang
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diselenggarakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan informasi kependudukan ini
didasari oleh berbagai bentuk kebijakan publik, baik berupa undang-undang,

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri maupun berbagai Peraturan Daerah.

Ditinjau dari aspek yuridis, KTP mengandung arti yang utuh yang
menunjuk satu barang atau benda sebagai tanda pengenal identitas diri
seseorang. KTP dipergunakan oleh pemerintah dalam mengadministrasikan
penduduk guna mengetahui identitas warga masyarakat sekaligus memberikan

status kewarganegaraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan bahwa KTP adalah
merupakan suatu benda yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah.
Dihubungkan dengan konsep pelayanan administrasi umum, memberikan
pelayanan administrasi KTP menjadi salah satu kewajiban pemerintah yang
merupakan bagian dari pelayanan administrasi publik. Sebagai pelayanan
administrasi publik, pengurusan tidak terlepas dari aspek-aspek pelayanan
administrasi publik itu sendiri, dimana di dalamnya terdapat kewajiban
pemerintah mengorganisasikan dirinya memberikan pelayanan administrasi

sebaik-baiknya guna memberi layanan kebutuhan masyarakat.

Perilaku birokrasi dalam pelayanan administrasi ini tidak lepas dari faktor-
faktor yang mempengaruhinya, yaitu nilai-nilai, sikap, persepsi, motivasi, struktur,
organisasi, peran aparat dalam organisasi tersebut, teknologi yang digunakan
dan lingkungan. Oleh karena itu, faktor-faktor itu sendiri menjadi hal yang penting
dalam penelitian mengenai perilaku birokrasi khususnya dalam kasus pelayanan
administrasi KTP. Dalam pelayanan administrasi KTP sebagai pelayanan
administrasi publik, tidak terlepas dari beberapa hal dasar yang perlu dipahami

dalam meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan sebagai berikut:
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1. Memahami hakekat kepuasan total pelanggan masyarakat yang dilayani.

2. Menjadikan kualitas sebagai tujuan utama dalam pelayanan administrasi.

3. Membangun kualitas layanan dalam proses yang tidak sekali jadi.

4. Menerapkan filosofi, berbicara berdasarkan fakta.

5. Menjalin kemitraan baik internal maupun eksternal.
Dengan demikian pelayanan administrasi KTP sebagai perilaku yang berorientasi
kepada kepuasan masyarakat diharapkan secara berkesinambungan akan
meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat kepada birokrasi
pemerintah. Dengan terbitnya serta lancarnya pelayanan administrasi KTP
sehingga memuaskan masyarakat memiliki kecenderungan tingginya dukungan
kepada birokrasi sehingga semua program dapat berjalan dengan baik. Dengan
demikian keberadaan birokrasi pemerintah bukan hanya karena adanya
dukungan formal legalistik tetapi eksistensinya didukung dan dibutuhkan oleh

masyarakat.

I1.3. Kajian llmu Pemerintahan

Kajian ilmu pemerintahan menguraikan aktivitas birokrasi pemerintahan
mempunyai hubungan antara perilaku organisasi dengan kualitas pelayanan
administrasi. Perilaku birokrasi pemerintahan yang baik  selalu mengutamakan
pentingnya peningkatan pelayanan administrasi. Antara perilaku birokrasi
pemerintahan dan pelayanan administrasi mempunyai hubungan yang erat.
Gibson (2010:118) menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan lebih unggul dari
setiap bentuk apapun, termasuk dalam mengembangkan perilaku birokrasi
pemerintahan terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi yang

diterapkan dalam suatu organisasi.

21



Pandangan teori ini telah mempertegas bahwa suatu birokrasi
pemerintahan tidak terlepas dari perilaku orang-orang yang berada dalam suatu
organisasi untuk mengembangkan suatu keunggulan dalam mencapai tujuan
organisasi berdasarkan kondisi keidealan dari dinamika aktivitas pelayanan
administrasi yang diterapkan dalam suatu organisasi. Tipe ideal yang
digambarkan oleh Max Weber dalam Santoso (2005:144) mempunyai empat ciri
utama yang menunjukkan pengertian atau konsep tentang birokrasi
pemerintahan sebagai berikut: 1) adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan
pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi; 2) adanya
posisi-posisi atau jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan
tanggungjawab yang tegas; 3) adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan
standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para
anggotanya; dan 4) adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang
dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi

dan penampilan.

Moorhead dan Griffin (2002:219) mengemukakan suatu konsep birokrasi
pemerintahan yang merupakan penjabaran dari teori yang diperkenalkan oleh
Max Weber bahwa birokrasi pemerintahan adalah karakteristik hirarki wewenang,
sistem prosedur, peraturan dan pembagian kerja yang menghasilkan logika
rasionalitas efisiensi dan efektivitas yang diterapkan sesuai dengan
pengembangan organisasi. Benveniste (1994) dalam Griffin (2002:219)
mendefinisikan birokrasi pemerintahan sebagai suatu organisasi besar di mana
peraturan-peraturan dan rutinitas digunakan secara berlebihan, disamping juga
terlalu tingginya tingkat hirarki, sehingga anggota organisasi diarahkan

menangani pekerjaan yang terspesialisasi dan dilakukan berulang-ulang,
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disamping juga organisasi dibagi ke dalam unit-unit kecil agar struktur organisasi

menjadi kompleks dengan pembuatan keputusan yang berkepanjangan.

Birokrasi pemerintahan dalam suatu organisasi diperlukan berbagai
pemahaman dan pengembangan teori birokrasi pemerintahan itu sendiri.
Birokrasi pemerintahan pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh
unsur organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Martoyo (2003) dalam Griffin
(2002:220) mengemukakan teori fungsi birokrasi pemerintahan yang diadopsi
dari Foyel mengemukakan bahwa setiap birokrais menjalankan fungsinya untuk
memberikan pelayanan administrasi yang terbaik dan berkualitas. Beranjak dari
fungsi birokrasi pemerintahan, maka struktur organisasi juga memainkan
peranan penting yang dimainkan oleh perilaku organisasi dalam mencapai
tujuannya. Tujuan dari birokrasi pemerintahan diterapkan, menurut Hedger
(2004) dalam Griffin  (2002:221) pada prinsipnya birokrasi pemerintahan
diterapkan berdasarkan struktur dan fungsi yang melibatkan adanya perilaku,
fungsi, individu dan lingkungan yang mempengaruhi suatu kegiatan pelayanan
administrasi yang diterapkan oleh suatu organisasi birokrasi pemerintahan

kepada publik yang dilayani.

Perkembangan birokrasi pemerintahan yang diterapkan pada kebanyak
organisasi pada dasarnya menjadi suatu pengembangan ilmu pemerintahan baru
(kybernologi) yang mengajarkan bahwa birokrasi pemerintahan merupakan
wujud konkrit dari serangkaian kegiatan pelayanan administrasi. Ndraha (2005)
mengemukakan bahwa pemerintahan pada dasarnya merupakan birokrasi
pemerintahan yang menjalankan bentuk-bentuk atau unsur pelayanan
administrasi kepada publik sesuai dengan wujud perilaku organisasi yang
diterapkannya. Memahami teori birokrasi pemerintahan dan beberapa konsep

kunci yang dikemukakan oleh para ahli di atas, pada intinya birokrasi
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pemerintahan diartikan sebagai bagian dari struktur organisasi yang kompleks
untuk menghasilkan suatu perbuatan atau keputusan organisasi di dalam
mencapai tujuan organisasi. Tujuan tersebut sangat diperlukan untuk
memberikan adanya kepercayaan bahwa birokrasi pemerintahan dalam suatu
organisasi seperti pemerintahan dapat menjalankan struktur dan fungsi yang
dimilikinya sesuai dengan serangkaian kemampuan perilaku organisasi

mengembangkan organisasi tersebut.

Teori perilaku birokrasi pemerintahan pada dasarnya dikembangkan
berdasarkan kemampuan integrasi yang membentuk perilaku birokrasi
pemerintahan yang di dalamnya terdiri dari aspek kognitif berupa pengetahuan,
aspek afektif berupa sikap dan kemampuan psikomotorik (tindakan). Gibson
(2010:133) menyatakan bahwa rumusan dari perilaku organisasi yang diterapkan
dalam suatu organisasi dibangun berdasarkan fungsi yang didalamnya terdapat
berbagai individu yang berperilaku dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi

perilaku seseorang. Lebih jelasnya ulasan tersebut sebagai berikut:

B=f(l, E)
Keterangan:
B = Behavior (perilaku) f = Function (fungsi) I = Individual (individu)

E = Environment (lingkungan)

Rumusan perilaku organisasi yang dikemukakan oleh Gibson dari Kurt
Lewis (Martua, 2017:176) bahwa perilaku organisasi merupakan fungsi dari suatu
kondisi yang mempengaruhi unsur pelayanan administrasi yang ditentukan oleh
keberadaan individu dan lingkungan. Memahami perilaku birokrasi pemerintahan,
perlu dipahami pengertian mengenai perilaku yang berasal dari kata "laku” yang

secara rasional biasa disebut aktivitas, aktivitas ini dipengaruhi oleh

24



pengetahuan, sikap dan tindakan dari individu yang melakukan kegiatannya

dalam birokrasi pemerintahan.

Menurut Winardi (Akhmad, 2018:221) menyatakan bahwa perilaku
organisasi merupakan sasaran atau komponen yang sangat menentukan
keberhasilan suatu kegiatan organisasi tercapai. Karenanya perilaku pegawai
sebagai manusia memiliki kaitan terhadap organisasi dalam mencapai tujuannya.
Setiap organisasi dalam kebutuhan lingkungan dan individu dalam suatu
organisasi, maka aspek dimensi struktur organisasi diperlukan. Griffin (2002)
dalam (Akhmad, 2018:221) memahami makna perilaku organisasi sebagai
bagian dari teori organisasi. Pandangan tersebut mengunkapkan bahwa teori
organisasi merupakan cara berpikir tentang organisasi yang berdasarkan pola
dan peraturan dalam desain organisasi dan perilaku manusianya. Desain
organisasi berhubungan dengan proses operasional untuk menciptakan struktur

tugas dan wewenang yang akan menjadi ciri aktivitas anggotanya.

Memahami perilaku organisasi, berarti memahami tentang unsurunsur
yang menjadi bagian dari perilaku birokrasi pemerintahan dalam suatu
organisasi. Biasanya perilaku birokrasi pemerintahan yang baik akan
menunjukkan pencapaian tujuan birokrasi pemerintahan yang lebih utama dan
unggul dalam berbagai prospektifnya atas berbagai kegiatan pelayanan
administrasi yang diterapkan.Menurut Sawir (2020:78) mengemukakan teori
pelayanan administrasi birokrasi pemerintahan bahwa keberhasilan pelayanan
administrasi ditentukan oleh penerapan nilai-nilai, sikap dan kepuasan kerja.
Teori perilaku organisasi bahwa kemajuan suatu organisasi ditentukan oleh
perilaku organisasi yang mengembangkan nilai, sikap dan kepuasan kerja untuk
mencapai tujuan organisasi. Kaitan perilaku birokrasi pemerintahan dengan

tujuan pelayanan administrasi yang diharapkan dalam suatu organisasi menjadi
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suatu kesatuan langkah dalam memberikan pelayanan administrasi yang terbaik
sebagai konsekuensi dari tujuan birokrasi pemerintahan. Langkah perilaku
birokrasi pemerintahan yang ingin dicapai biasanya merupakan kumpulan
tahapan-tahapan suatu aktivitas kerja yang diterapkan mulai dari input, proses,
output dan outcome dari kegiatan pelayanan administrasi yang diterapkan sesuai

nilai, sikap dan kepuasan kerja.

Memahami suatu perilaku birokrasi pemerintahan dalam berbagai
kegiatan pelayanan administrasi yang diterapkan dalam suatu organisasi pada
dasarnya adalah memahami teori kemanusiaan yang diperkenalkan oleh Hedger
dalam Suryani (2016:223) menyatakan bahwa perilaku birokrasi pemerintahan
adalah wujud perilaku kemanusiaan dalam melakukan aktivitas pelayanan
administrasi disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut, sikap yang profesional
dan kepuasan kerja secara terpadu. Perilaku kemanusiaan tersebut pada
dasarnya upaya dalam memberikan pelayanan administrasi yang saling
menguntungkan sesuai tingkat kepentingan orang yang memberi layanan dan
yang menerima pelayanan administrasi. Wujud perilaku pelayanan administrasi
kemanusiaan yang diterapkan dalam perilaku birokrasi pemerintahan vyaitu
mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pengembangan dalam melayani
setiap orang untuk mendapatkan kepuasan sebagai tujuan dari pelayanan
administrasi yang diterapkan dalam suatu birokrasi pemerintahan atau
organisasi. Inti kemanusiaan perilaku birokrasi pemerintahan disesuaikan dengan
sikap yang diambil dalam memberikan pelayanan administrasi, sehingga
pelayanan administrasi yang diperoleh bernilai memuaskan sesuai kualitas

layanan yang terbaik kepada pihak yang dilayani.

Teori perilaku yang dikemukakan di atas pada prinsipnya

memperkenalkan bahwa perilaku birokrasi pemerintahan dalam suatu organisasi
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membutuhkan adanya nilai-nilai yang harus diemban, sikap yang memainkan

peranan penting dalam memenuhi kepuasan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dipahami bahwa teori perilaku
birokrasi pemerintahan menjadi penting dalam setiap aktivitas pelayanan
administrasi yang diselenggarakan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya.
Pada dasarnya perilaku birokrasi pemerintahan ditentukan oleh fungsi individu
dan fungsi lingkungan dalam mengembangkan perilaku birokrasi pemerintahan
sesuai dengan nilainilai, sikap dan kepuasan kerja yang berpengaruh terhadap

kualitas suatu pelayanan administrasi.

I.4.  Perilaku Organisasi

I1.4.1. Definisi Perilaku Organisasi

Menurut Mustapa (2018:2) perilaku organisasi hakekatnya mendasarkan
pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya
pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. kerangka dasar bidang
pengetahuan ini didukung paling sedikit dua komponen, yakni individu-individu
yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku itu. Ciri
peradaban manusia yang bermasyarakat senantiasa ditandai dengan
keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Itu berarti bahwa manusia tidak

bisa melepaskan dirinya untuk tidak terlibat pada kegiatan berorganisasi.

Sedangkan menuru Robbins dalam Mustapa (2018:5) istilah perilaku
organisasi terdiri dari dua kata yaitu perilaku dan organisasi yang memeiliki
masing-masing pengertian sendiri. Organisasi adalah satuan sosial yang
terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua atau lebih orang, yang berfungsi atas
dasar yang relative kontinyu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian

tujuan-tujuan bersama. Dalam definisi perilaku, mengacu pada tindakan manusia
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seperti; belajar, bekerja, istirahat, memimpin, motivasi, dan sebagainya.
Penggabungan kedua istilah tersebut menjadi perilaku organisasi yang
menghasilkan pengertian yang sedikit berbeda, walaupun ciri-ciri pokoknya tetap
sama. Perilaku organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek
tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. la
meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia,
demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap
organisasi. tujuan praktif dari penelaahan studi ini untuk mendeterminasi
bagaimanakah perilaku manusia itu memengaruhi usaha pencapaian tujuan-

tujuan organisasi.

I1.4.2. Pendekatan dalam Perilaku Organisasi

Menurut Mustapa (2018:24) konsep perilaku organisasi didasarkan pada
pendekatan dua elemen kunci yaitu sifat orang dan sifat organisasi. Adapun

penjelasan mengenai pendekatan tersebut sebagai berikut:

1. Sifat orang
Dengan kata sederhana, sifat orang adalah kualitas dasar seseorang,
atau karakter yang mempersonifikasikan individu mereka dapat serupa
atau unik. Berbicara di tingkat organisasi, beberapa faktor utama yang
memengaruhi sifat orang yaitu:
a. Perbedaan individu
Ini adalah pendekatan manajerial terhadap pegawai secara individual,
yaitu pendekatan satu lawan satu dan bukan pendekatan statistik,

yaitu penghindaran aturan tunggal.
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b. Persepsi
Ini adalah kemampuan unik untuk mengamati, mendengarkan dan
menyimpulkan sesuatu.

c. Motivasi
Ini adalah perilaku yang ditanamkan atau disebabkan oleh dorongan
dari beberapa orang, kelompok atau bahkan situasi. Dalam sebuah
organisasi.

2. Sifat Organisasi

Sifat organisasi menyatakan motif organisasi. secara lebih rinci, sifat

organisasi mendefinisikan karakter organisasi dengan bertindak sebagai

sistem untuk dipatuhi oleh segenap anggota organisasi. kita dapat

memahami sifat organisasi sebagai berikut:

a. Sistem sosial
Setiap organisasi bersosialisasi dengan organisasi lain dan dengan
masyarakat. Perilaku mereka terutama dipengaruhi oleh kelompok
mereka serta dorongan individu.

b. Kepentingan bersama
Setiap organisasi membuttuhkan orang untuk bertahan hidup dan
bertumbuh. Pada dasarnya saling pengertian antara organisasi dan
pegawainya membantu keduanya mencapai tujuan masing-masing.

c. Etika
Etika menyangkut prinsip-prinsip moral individu, kelompok, dan

organisasi. untuk menarik dan mempertahankan pegawai.
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1.5 Kualitas Pelayanan Publik

I1.5.1. Definisi Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan merupakan penyesuaian terhadap perincian-perincian
di mana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai.
Ruang lingkup pelayanan publik dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan
administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3)

Pelayanan barang publik meliputi, (Taufiqgurokhman dan Satispi, 2018):

1. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi
pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

2. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu
badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang
dipisahkan;

3. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pem-biayaannya tidak
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendirian-
nya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau
kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi

negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
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Sementara itu, Pasal 5 ayat (4) pelayanan atas jasa publik meliputi:

Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya ver-sumber dari kekayaan negara dan/atau
kekayaan daerah yang dipisahkan

Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan
dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian
atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan
daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaan-nya menjadi misi negara

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Sementara pada Pasal 5 ayat (7) pelayanan administratif meliputi

(Taufigurokhman dan Satispi, 2018):

1.

2.

Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur
dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan
perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh
negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan

berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor KEP/25/M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
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Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, bahwa yang
dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Taufigurokhman dan Satispi, 2018).

Sarundajang dalam menyebutkan bahwa dalam era reformasi, organisasi
pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator semakin dituntut untuk mem-
berikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat (faster), lebih baik
(better) dan lebih murah (cheaper). Hal ini dipertegas oleh pendapat Gaspersz
dalam (Taufiqgurokhman dan Satispi, 2018) menyatakan bahwa pada umumnya
pelanggan menginginkan produk yang memiliki karakteristik lebih cepat (faster),

lebih murah (cheaper) dan lebih baik (better).

Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah
kepada masyarakat, pelayanan untuk masyarakat tidak terlepas dari masalah
kepentingan umum, yang menjadi asal usul timbulnya pelayanan umum tersebut.
Dengan kata lain, terdapat korelasi antara kepentingan umum dengan pelayanan
umum. Namun sebelum berbicara mengenai pelayanan umum, perlu kiranya
klarifikasi tentang pengertian “umum” itu sendiri. Dari berbagai studi telaahan,
istlah  umum dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata publik yang

pengertiannya cukup luas.

Keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses
pelayanan masyarakat, pemerintah bertugas sebagai pelayan masyarakat
sedangkan yang dilayani adalah masyarakat. Oleh karena itu jelas bahwa misi
pemerintah dalam memberikan pelayanan bukan profit oriented (mencari

untung), melainkan sebagai kewajiban yang harus diberikan pemerintah kepada
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rakyatnya. Pemerintah harus tetap memperlakukan setiap orang dengan adil dan
tanpa memandang status sosial. Setiap organisasi publik terutama yang
langsung berhadapan dengan masyarakat diharapkan untuk dapat meningkatkan
kinerjanya kepada masyarakat dan selalu berfokus kepada pencapaian layanan,
sehingga pelayanan yang diberikan diharapkan dapat memenuhi keinginan serta

kepuasan masyarakat.

I1.5.2. Ruang Lingkup Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek,
yakni sistem pelayanan, SDM pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan.
Croshy, Lethimen dan Wyckoff dalam Taufigurokhman dan Satispi (2018:126)
mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai penyesuaian terhadap perincian-
perincian di mana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin
dicapai. Dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai keunggulan
tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Secara substansial
kualitas pelayanan didefinisikan sebagai bentuk siap, yang diperoleh dengan
cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang nyata-nyata
mereka terima dengan layanan yang mereka harapkan. Jika kenyataan lebih
besar dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu sedangkan
jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan tidak bermutu, dan
jilka kenyataan sama dengan harapan maka layanan disebut baik dan

memuaskan.

Dengan demikian kualitas pelayanan dapat didefinisikan seberapa jauh
perbedaan antara kenyataan dengan harapan para pelanggan atas pelayanan
yang mereka terima. Berdasarkan pendapat diatas, dua faktor dalam pengukuran

kualitas pelayanan adalah kinerja pelayanan dan pelayanan yang diharapkan
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pelanggan. Agar pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap kualitas
jasa yang diberikan, maka penyedia jasa harus mengetahui apa yang menjadi
harapan konsumen, sehingga tidak terjadi perbedaan antara kinerja yang
diberikan dengan harapan pelanggan, yang akhirnya pelanggan merasa puas

dan mempersepsikan secara baik atas kualitas jasa yang diterima.

I1.5.3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Tilaar dalam Taufigurokhman dan Satispi (2018:128) ada
beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan pelayanan

publik antara lain:

1. Dedikasi dan disiplin
Untuk memberikan sebuah pelayanan bermutu pada seorang manusia
haruslah mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya.
Dalam artivisi yang merupakan target proses pelayanan harus normatif
dan idealis. Sebab seorang yang memiliki dedikasi tinggi adalah manusia
yang menyadari arti sebuah profesinya sendiri dan berusaha untuk
mewujudkannya.

2. Jujur
Kejujuran sangat penting, bukan hanya orang lain tetapi juga terhadap diri
sendiri. Terhadap orang lain seorang manusia haruslah dapat bekerja
sama berdasarkan kepada saling percaya. Kejujuran berhubungan
dengan kemampuan sendiri kita harus jujur terhadap apa yang kita buat
dan apa yang kita tidak buat. Inilah sikap yang tidak profesionalisme.
Kejujuran profesionalisme akan menghasilkan produk yang unggul dan

terus-menerus dapat bersaing. Sikap profesionalisme ini ditandai oleh
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seorang manusia unggul yang mengetahui kapan dia berdiri sendiri dan
kapan dia harus bekerja sama.

Inovatif

Seorang manusia unggul bukanlah seorang manusia rutin yang puas
dengan hasil yang telah dicapai dan telah puas dengan status quo.
Seorang manusia unggul adalah seorang yang selalu gelisah dan
mencari sesuatu yang baru. Tetapi yang dapat juga menemukan fungsi
yang baru dan suatu penemuan.

Tekun

Seorang manusia unggul adalah seorang yang memfokuskan perhatian
pada tugas dan pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya atau suatu
usaha yang sedang dikerjakannya. Ketekunan akan menghasilkan
sesuatu karena manusia unggul tidak akan berhenti sebelum ia
membuahkan sesuai dengan kehidupan yang mementingkan mutu.

Ulet

Berkaitan dengan sikap tekun dan ulet, manusia unggul dengan hidup
berdisiplin tidak mungkin seseorang yang ulet dan menggunakan jalan
pintas dalam tugas dan pekerjaannya. Seseorang tekun dan ulet akan
terus menerus melaksanakan tugasnya secara fokus sesuai dengan
jadwal tanpa mencari jalan pintas dan merusak disiplin.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aset yang dimiliki oleh instansi atau
organisasi swasta maupun pemerintahan. Tanpa adanya dukungan
sumber daya manusia yang handal dan profesional aktivitas suatu kantor
akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap

perkembangan atau pelayanan suatu organisasi.
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7. Kepemimpinan
Merupakan salah satu kunci dalam menentukan terciptanya efisiensi dan
efektifitas kerja, serta peningkatan kerja bawahan. Pimpinan dapat
berhasil mengelola suatu organisasi yang dikelolanya bila pimpinan yang
dimaksud dapat berperan dengan baik. Seorang pemimpin harus
melakukan kegiatan dalam hal membimbing, mengarahkan perilaku

bawahannya pada suatu tujuan tertentu.

I1.5.4. Karakteristik Pelayanan Publik
Menurut  Taufigurokhman  dan  Satispi  (2018:130) terdapat
lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis

penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

1. Adaptabilitas
Layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan
perubahan yang diminta oleh pengguna.

2. Posisi tawar pengguna/klien
Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi
pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.

3. Type pasar
Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang
ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.

4. Locus control
Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas
transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.

5. Sifat pelayanan
Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara

pelayanan yang lebih dominan.
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Menurut Taufiqurokhman dan Satispi (2018:130) substansi pelayanan
publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan
kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan
dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman
kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat

dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

Pelayanan masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari
seorang pegawai pada instansi pemerintah kecamatan. Inti dari pelayanan
masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat, dan profesional dalam
memberikan pelayanan jasa atau produk dari suatu instansi yang memuaskan
masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon
pelayanan instansi tersebut. Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di
dalam lembaga tersebut untuk berempati kepada masyarakat. Empati
mengandung pengertian sebagai kesanggupan dari birokrat pemerintah untuk
menempatkan dirinya dari pihak masyarakat dan melihat hal-hal atau masalah-
masalah dari sudut pandangan masyarakat. Melalui empati yang dilakukan oleh
pegawai itu akan menuntut kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat (Taufigurokhman dan Satispi, 2018:132).

Dalam pembahasan ini, pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik
harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus
berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara
organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan.

Jumlah staf/aparat yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengan
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dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran. pelayanan yang

diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat.

Menurut Taufigurokhman dan Satispi (2018:132) Tetapi ada beberapa

faktor yang menyababkan rendahnya kualitas publik, antarala lain:

1. Konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari
penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan
yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan
pelayanan tersebut oleh pemerintah.

2. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi
kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara
lingkungan dengan organisasi publik.

3. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan
publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan
budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan

melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

I1.L5.5. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Beberapa prinsip pokok menurut Islamy dalam Taufiqgurokhman dan
Satispi (2018:134) yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik, maka

prinsip-prinsip dalam pelayanan publik antara lain:

1. Prinsip Aksestabelitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat
dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal:

masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan)
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I1.5.6.

Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara
terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan
ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.

Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses
pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami
secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan
kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan

Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya haru
dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memberikan
keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi
masyarakat luas.

Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan
yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai

tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Indikator Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Taufigurokhman dan Satispi (2018:136) begitu pentingnya

profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di

Indonesia, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor.81 Tahun 1993 tentang

Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap

birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar

prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut:

1.

Kesederhanaan - dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan

perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat,
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tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh
masyarakat yang meminta pelayanan.

Kejelasan dan Kepastian - dalam arti adanya kejelasan dan kepastian
dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik
teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif
pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian
pelayanan.

Keamanan - dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang
dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi
masyarakat.

Keterbukaan - dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan,
persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan,
waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka
agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta
maupun tidak diminta.

Efesiensi - dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada
hal- hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan
dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan
produk pelayanan.

Ekonomis - dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus
ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa
pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.
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7. Keadilan dan Pemerataan - yang dimaksudkan agar jangkauan
pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata
dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. Ketepatan Waktu - pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan

tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Pengukuran kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan menggunakan
instrumen kinerja pelayanan yang telah dikembangkan oleh Rivai, Pasuraman,
dan Benny dalam Taufigurokhman dan Satispi (2018:136) menjelaskan bahwa

ada 10 (sepuluh) indikator kualitas kinerja pelayanan, yaitu:

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi

2. Reliable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan
pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.

3. Responsiveness, kemauan untuk membantu masyarakat bertanggung
jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan
yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan.

5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap
keinginan masyarakat serta mau melakukan kontak atau hubungan
pribadi

6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan
masyarakat.

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai
bahaya dan resiko.

8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan)
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9. Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan
suara, keinginan atau aspirasi masyarakat, sekaligus kesediaan untuk
selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.

10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui

kebutuhan pelanggan/masyarakat.

11.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan mengadaptasi beberapa sumber literatur
dengan pokok pembahasan yang sama yang telah diteliti sebelumnya, untuk
digunakan sebagai bahan rujukan. Adapun Beberapa referensi penelitian
sebelumnya yaitu :

1. Putra (2016) “Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan
Administrasi Pada Kantor Kecamatan Bontoala Kota Makassar”. Dari hasil
penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan beberapa hal
yakni: (1). Berdasarkan hasil penelitian mengenai perilaku birokrasi
pemerintahan dalam pelayanan administrasi pada Kantor Kecamatan
Bontoala Kota Makassar meliputi tiga dimensi perilaku birokrasi yaitu
kepedulian, kedisiplinan dan tanggungjawab kerja. Ketiga dimensi ini
menentukan keberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur
dalam mengembang tugas pelayanan administrasi kepada publik. (2).
Berdasarkan hasil penelitian berhasil tidaknya perilaku birokrasi
pemerintahan diterapkan di Kantor Kecamatan Bontoala Kota Makassar
tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut meliputi
faktor kepemimpinan, kompetensi, penghargaan dan fasilitas kerja.
Faktor-faktor ini menjadi faktor pendukung dan menjadi faktor

penghambat dalam penerapan perilaku birokrasi pemerintahan.
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2. Syamsir (2018) “Perilaku Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi

Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Bantaeng”. Hasil penelitian menunjukkan Perilaku birokrasi
pemerintahan dalam pelayanan administrasi melalui kepedulian,
kedisiplinan dan tanggungjawab belum diterapkan secara optimal. Aparat
dituntut untuk memiliki kepedulian dalam tanggap terhadap keinginan
masyarakat, memberikan kenyamanan dalam pelayanan administrasi dan
peka terhadap perubahan lingkungan kerja. Aparat dituntut memiliki
kedisiplinan dalam ketaatan pada aturan dan kehadiran tepat waktu.
Kepemimpinan, kompetensi, penghargaan dan fasilitas kerja merupakan
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi pemerintahan dalam
pelayanan  administrasi.  Faktor kepemimpinan  berupa gaya
kepemimpinan instruksi, konsultasi, partisipasi dan delegasi kurang
memberi pengaruh pada perilaku birokrasi, faktor kompetensi berupa
pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sikap penguasaan yang
masih rendah dalam mempengaruhi perilaku birokrasi, pemberian
penghargaan yang jarang diterapkan berupa pengakuan, pujian, promosi
jabatan dan insentif yang kurang mempengaruhi perilaku birokrasi,
demikian pula dengan faktor fasilitas kerja berupa sarana, prasarana, alat
dan perlengkapan kerja yang tidak mendukung mempengaruhi perilaku
birokrasi aparat.

Suryani (2016) “Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor
Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kantor
Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dilihat pada Transparansi,
akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak serta keseimbangan

hak dan kewajiban menunjukkan pelayanan berjalan cukup baik.
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II.7. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur metodologis mengenai indentifikasi variabel
yang diteliti, bagaimana variabel-variabel tersebut memengaruhi variabel yang
lain atau saling berhubungan. Dalam penelitian ini kerangka pikir yang dibuat
berdasarkan pada perilaku birokrasi, dimana dimensi perilaku birokrasi, faktor
determinan, dan kualitas pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Penc
atatan Sipil Pemerintah Kota Makassar menjadi fokus dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil dari tinjauan pustaka di atas, maka dapat gambarkan

kerangka piker penelitian berikut::

Gambar Il Kerangka Pikir

Dinas Catatan Sipil Pemerintah
Kota Makassar

Faktor Determinan
Dimensi perilaku birokrasi Perilaku Birokrasi
1. Kepg@u!ian 1. Kepemimpinan
2. Kedisiplinan 2. Kompetensi
3. Tanggungjawab 3. Penghargaan

4. Fasilitas kerja

Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk
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